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Komisi Pemberantasan Korupsi

Tempat, Tanggal Lahir:

Jepara 17/ Desember 1970

Pendidikan:

* S-1Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
* S-3 Fakultas Hukum Universitas Airlangga

* Jaksa Penuntut Umum (JPU)
* Jaksa Fungsional KPK

* Direktur Penuntutan KPK 2018 - 2023
* Pimpinan KPK periode 2024-2029
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GRATIFIKASI = PEMBERIAN DALAM ARTI LUAS

Gratifikasi di atur dalam pasal 12 B UU no 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

PERATURAN
KOMISI FEMBERANTASAN KORUPSI REFUELIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMEERANTASAN KORUPSI
NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PELAPORAN GRATIFIKAGSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMEERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi
Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Pelaporan Gratifikasi perlu  disesuaikan dengan
perkembangan kebutuhan hulum untuk
meningkatlan ketepatan substansi, kepatuhan, dan
efisiensi, serta memperkuat mekanisme pelaporan
gratifilkasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Komisi Pemberantazan Korupsi tentang Perubahan atas
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2
Talman 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi,

J

Pinjaman
Tanpa
Bunga

Rabat/

Diskon Penginapan

Fasilitas Tiket
Perjalanan

Pengobatan
Cuma-
Cuma

Fasilitas
Lainnya

Perjalanan
Wisata

baik yang:

Diterima di dalam negeri
maupun di luar negeri

Ancaman Hukum:

Dilakukan dengan menggunakan sarana
elektronik atau tanpa sarana elektronik

Pidana penjara 4 - 20 tahun
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STATISTIK DATA PENINDAKAN

elibatkan pejabat publik dan swasta mulai
ehnblo aan barang dan jasa, hingga gratifikasi.

Tantangan integritas dalam kasus korupsi
dari pemerasan, kecurangan dalam p
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Statistik Penindakan KPK (Per-Desember 2025)



LAWAN KEBIASAAN KORUP DARI RUANG KELAS

Sebagian potret dunia pendidikan tinggi berdasarkan temuan PIEPTN dan SPI Pendidikan 2024
3 perangkat antikorupsi yang perlu dikuatkan berdasarkan asesmen mandiri PIEPTN:

X74

e AP

Pengendalian Integritas Pengelolaan Konflik : cest
J : : J J : Pengendalian Gratifikasi
Mitra Kerja Kepentingan
Bl Eeielolpel: MMl einsine Kebijakan terkait pengelolaan Gratifikasi masih dianggap
bagi perguruan tinggi untuk konflik kepentingan belum sesuatu yang lumrah di
memastikan komitmen mitra terimplementasi optimal lingkungan kampus

pada nilai antikorupsi

Survei L\\%f

Penilaian 30% dosen & 18% rektor menganggap bahwa hadiah dari siswa atau wali murid adalah

Integritas sesuatu yang wajar diterima

Pendidikan

« « « Jika ruang akademik kehilangan integritas, masa depan bangsa kehilangan pondasinya II
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NILAI INTEGRITAS
AKADEMIK . 204

.Kejujuran
2.Kepercayaan
3.Keadilan (fairness)

EL 4. Kehormatan
Diskriminasi 5.Tanggung Jawab
t ‘ 6.Keberanian

Menurunnya
Integritas Akademik

Konflik
Kepentingan

%ﬁ

Gratifikasi




PERLAKUAN TERHADAP

GRATIFIKASI

- Gratifikasi yang dianggap suap
* Diberikan langsung

Gratifikasi dianggap
Suap:
* bernhubungan
dengan jabatan
* bertentangan
dengan tugas dan

MILIK NEGARA kewajiban

Tidak berhubungan
dengan jabatan & tidak
bertentangan dengan
tugas dan kewajiban

GRATI

ASI WAJIB MILIK PENERIMA
DILAPORKA

Dalam keadaan tertentu:
- Diterima secara tidak langsung
« Pemberi tidak diketahui
- Ragu dengan kualifikasi gratifikasi
 Kondisi tertentu tidak dapat menolak TIDAK WAJIB
DILAPORKAN

KEDINASAN
Surat Apresiasi

*Berdasarkan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026
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PERGURUAN TINGGI
BERINTEGRITAS
TANPA GRATIFIKASI

BUKU PANDUAN ANTIKORUPSI DI LINGKUNGAN
PERGURUAN TINGGI NEGERI DAN SWASTA

BUKU PANDUAN PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DIKTI

-Pemahaman Gratifikasi yang Praktis dan Kontekstual
Menjelaskan apa itu gratifikasi, siapa yang terlibat, dan
dampaknya di kampus

-Contoh Kasus Nyata di Kampus
Menyajikan llustrasi praktik gratifikasi yang sering terjadi di
lingkungan akademik

‘Mekanisme dan Alur Pelaporan
Menguraikan cara melaporkan gratifikasi secara
sederhana dan jelas

-Peran Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)
Menjelaskan fungsi UPG dalam menerima dan
menindaklanjuti laporan
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Saatnya Menutup Sesi,
Saatnya Membuka Aksi!

TERIMA
KASIH

© KPK, 2026
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